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PUTUSAN
Nomor 3348/Pdt.G/2020/PA.Slw

- e

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan

putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 07 Juni 1984 (umur 36 tahun), agama
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX RT 002 RW
004 Kecamatan XXXXXKabupaten Tegal, sebagai

Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 06 Desember 1985 (umur 34 tahun),
agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa
XXXXX RT 001 RW 001 Kecamatan XXXXXKabupaten

Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi di muka

sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan perkara Cerai Talak tertanggal 02

November 2020 vyang telah didaftar dalam register perkara nomor
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3348/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 02 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai

berikut:
1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, Pemohon telah melangsungkan
pernikahan Secara Islam dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten
Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX Tertanggal 8
Oktober 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX RT 001 RW
001 Kecamatan XXXXXKabupaten Tegal, selama kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon tidak
pernah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (qobla al dukhul)
dan selama pernikahan belum pernah bercerai;
4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak
harmonis dan tidak pula membahagiakan disebabkan karena pernikahan
tersebut dijodohkan kemudian masalah nafkah batin dimana Termohon tidak
pernah melayani hubungan badan kepada Pemohon sebagaimana layaknya
suami istri dan Termohon juga tidak pernah melayani sebagaimana seorang
istri sehari-hari kepada suami, sehingga Pemohon mengalami trauma psikis;
5. Bahwa Puncak perselisihan terjadi pada sekitar bulan Februari 2015
karena permasalahan sebagaimana tersebut diatas, kemudian antara
Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, dimana Pemohon
yang merasa sudah tidak kuat lagi tinggal bersama Termohon, Pemohon
akhirnya memilih kembali ke rumah orangtua Pemohon di Desa XXXXX RT
002 RW 004 Kecamatan XXXXXKabupaten Tegal kurang lebih 5 tahun (bulan
Februari 2015 sampai dengan sekarang);
6. Bahwa terhitung sejak bulan Februari 2015 sampai dengan diajukannya
cerai talak ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar

kurang lebih selama 5 tahun berturut-turut dan selama pisah tempat tinggal,
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antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama dan

Termohon sudah tidak mempedulikan lagi terhadap Pemohon;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa

sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan

berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab;

8. Bahwa Pemohon mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu bain sughro Pemohon (PEMOHON)
Kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;
SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya
untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
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dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam
sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX NIK.
XXXXXXXX tanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan untuk wilayah
Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah
bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal Nomor :
XXXXX tanggal 08 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah bermeterai

cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti Saksi;

1. SAKSI1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,
Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT 002 RW 004 Desa XXXXX,
Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
sebagai kakak kandung Pemohon ;

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;

- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup
bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX Kecamatan
XXXXXKabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;

- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan
rukun, namun sejak bulan Februari 2015 Pemohon telah pergi dari

rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya;
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- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 5
tahun dan selama berpisah masing-masing sudah tidak melaksanakan
kewajiban layaknya suami istri ;

- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon

dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI2, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT
002 RW 004 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
sebagai bibi Pemohon ;

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;

- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup
bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX Kecamatan
XXXXXKabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;

- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan
rukun, namun bulan Februari 2015 Pemohon telah pergi dari rumah
tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya;

- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 5
tahun dan selama berpisah masing-masing sudah tidak melaksanakan
kewajiban layaknya suami istri ;

- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon

dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan

mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya
telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai
dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk
bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang
Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/
kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran
Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon
dianggap tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan
secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR serta sesuai pula dengan
pendapat dalam Kitab Al Anwar Il halaman 422, yang telah diambil alih sebagai

pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

sS9€l glaww Lz o) inig as,lgil o liaz] imi uls

ade oSy aindly

Artinya: “Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-

bukti, serta memutus gugatan tersebut” ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon mendalilkan bahwa
dalam membina rumah tangganya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
perselisihnan dan pertengkaran, kemudian Termohon telah pergi meninggalkan
rumah tempat kediaman bersama selama 2 tahun Ilebih, Majelis Hakim
berpendapat alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Inpres
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Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya secara

formal permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum
Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya
Tergugat) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian,
oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-

dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai
cukup dan dinazegelen, telah dicocokan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR
alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan Pemohon dan
Termohon bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009,
Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan

relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai
talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok
perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan
hukum antara Pemohon dengan Termohon, yang telah ternyata berdasarkan bukti

P.2 yang merupakan bukti otentik, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam
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perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu
Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak

terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,
berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di
bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang orang
yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga
kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145
dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah
menerangkan sejak bulan Februari 2015 Pemohon telah pergi dari rumah tempat
kediaman bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah
selama 5 tahun dan selama berpisah masing-masing sudah tidak melaksanakan
kewajibannya layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar
sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan
yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh
karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim
menemukan fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;

- bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama yang terakhir di rumah orang
tua Termohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXXKabupaten Tegal namun
belum dikaruniai anak;

- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun,
namun sejak bulan Februari 2015 Pemohon telah pergi dari rumah tempat

kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya;
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- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 5 tahun dan
selama berpisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban
layaknya suami istri ;

- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak
mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis
Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh
Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yakni bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Februari
2015 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang
Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 5 tahun. Dan selama berpisah
Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-
masing layaknya suami istri, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara
lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah
satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa

alasan yang sah;

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Februari 2015 Pemohon telah
pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya Pemohon
dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 5 tahun, dan selama berpisah
Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman
bersama, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh
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Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal

116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama
5 tahun, dan selama berpisah masing-masing tidak pernah melaksanakan
kewajibannya selayaknya pasangan suami istri merupakan isyarat telah sirna kasih
sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak
dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur
dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak
berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat
menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu
kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan
rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan
dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga
sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan
perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya
akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif
terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan

gaidah fighiyyah yang berbunyi:

wl>s (e oo 90 03wl 9 ol sl
Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber'azam (berkeinginan)

mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut
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telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur’an surat

Al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

pale groaw alll s YMall Igoc 0l9

Artinya @ “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya,

maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan
sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan
perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal
19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal
116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21
ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133
Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR
maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan
secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
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2. Mengabulkan pemohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Slawi;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Aftabudin Shofari
sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, M.H. serta Dra. Naily Zubaidah, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Aftabudin Shofari

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, M.H. Dra. Naily Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,
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Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. { Rp 30.000,00
Pendaftara
n
2. Proses : Rp 75.000,00
3. PNBP : Rp 10.000,00
panggilan
1
Pemohon
4. PNBP : Rp 10.000,00
panggilan
1
Termohon
5. Panggilan | : Rp 330.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
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